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MOTTO

“Hidup adalah kegelapan tanpa hasrat dan keinginan. Semua hasrat dan keinginan
adalah buta jika tidak disertai dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah hampa
apabila tidak diikuti dengan pelajaran. Dan setiap pelajaran akan sia — sia jika

tidak diiringi dengan cinta.” ~ Kahlil Gibran*

'Antonius Halim, Kahlil Gibran Archive, katabijak.com, (http://katakatabijak.com/tag/kahlil-
gibran) diakses pada tanggal 8 Januari 2018.
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RINGKASAN

Utang yang dimiliki oleh seseorang (debitur) haruslah dibayarkan kepada
orang yang memberikan utang (kreditur). Utang tersebut pun haruslah tetap
dibayarkan walaupun debitur meninggal dunia. Pada kasus ini seorang suami di
Kota Pati yang bernama Karsono meninggal dunia dan masih mempunyai utang
yang belum lunas di salah satu bank ternama di Indonesia yakni Bank BRI. Pihak
bank meminta istri Karsono yang bernama Sukirah yang merupakan ahli waris
dari suaminya yang meninggal itu untuk melunasi utang tersebut, karena suami
istri tersebut tidak memiliki akta perjanjian kawin. Rumusan masalah yang
penulis angkat dalam penelitian ini adalah pertama apa bentuk tanggungjawab
istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia? Kedua
apa upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia?
Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi
tujuan umum vyaitu: (1) untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi
ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Jember; (2) sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu
hukum yang telah diperoleh dalam perkuliahan mengenai tanggungjawab istri
sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia; (3) untuk
memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dimana dalam hal ini
perbendaharaan kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan
khusus dalam penyusunan skripsi ini adalah: (1) mengkaji dan menguraikan
bentuk tanggunngjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah
meninggal dunia; (2) mengkaji dan menguraikan upaya yang dapat dilakukan istri
saat suami yang berhutang meninggal dunia. Manfaat penelitian yang dapat
diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah: (1) dapat dijadikan sebagai
referensi bagi para peminat kajian IImu Hukum tentang bentuk tanggungjawab
istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia; (2)
dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian llmu Hukum tentang
upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang meninggal dunia.
Adapun metode penelitian dalam skripsi ini digunakan langkah — langkah sebagai
berikut: pertama tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis
normatif, kedua pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan
perundang — undangan dan pendekatan konseptual, ketiga bahan hukum yang
digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan non hukum; dan keempat analisis bahan hukum yang
digunakan adalah analisa bahan hukum deduktif.

Pada tinjauan pustaka memuat landasan teori — teori, konsep, dan
pengertian — pengertian yuridis yang digunakan untuk mendeskripsikan
permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu: pengertian tanggungjawab,
teori tanggungjawab, pengertian waris, unsur — unsur waris, pengertian utang dan
macam - macam utang.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas rumusan masalah
yang dapat disimpulkan, pertama bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris
terhadap utang suami yang meningal dunia dengan tidak disertai perjanjian kawin
berdasarkan teori tanggungjawab mutlak/strict liability merujuk pada Pasal 1367
BW serta Pasal 832 BW, maka istri mempunyai kewajiban untuk melunasi utang
suami. Namun, istri bukanlah salah pihak yang bertanggungjawab penuh atas
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utang suami, karena istri mewaris bersama anak/keturunan yang telah dewasa
dalam golongan ahli waris pertama dalam BW. Jika tidak terdapat anak/keturunan
yang telah dewasa, maka istri dapat mewaris dengan golongan kedua dan
seterusnya. Terdapat pihak lain yang juga bertanggung jawab yakni jaminan
perorangan yang telah diajukan oleh pewaris dalam melakukan perjanjian kredit.
Namun, jaminan perorangan ini dalam praktiknya biasanya dilakukan oleh badan
usaha yang mempunyai kepentingan yang sama dalam dunia bisnis. Sedangkan
bentuk tangungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang
meninggal dunia dengan disertai perjanjian kawin berdasarkan teori absolute
liability yakni tidak perlu bertanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa
dia istri tidak perlu bertanggungjawab dengan memperlihatkan perjanjian kawin
yang telah dibuat. Namun, tidak menutup kemungkinan istri juga tetap
bertanggungjawab terdapat utang yang dilakukan sebelum membuat perjanjian
kawin dengan berdasarkan pada Pasal 130 BW dan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XI11/2015. Kedua, upaya yang dapat dilakukan oleh istri pada
saat suami yang masih mempunyai utang meninggal dunia yakni dengan
menanyakan terlebih dahulu sisa utang yang harus dibayar dan asuransi kredit
serta jaminan (jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan) yang telah
dijaminkan oleh debitur kepada kreditur. Apabila pihak perusahaan penyedia jasa
asuransi tidak mencairkan asuransi tersebut, ahli waris lainnya tidak mau ikut
bertanggungjawab sebagaimana mestinya dan pihak lain yang dijadikan sebagai
jaminan (jika ada) tidak bertanggungjawab pula atas utang debitur yang telah
meninggal dunia, maka istri dapat melakukan penuntutan melalui gugatan perdata
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan perkawinan yang
menggunakan perjanjian kawin, dimana istri tidak mempunyai tanggungjawab
mutlak untuk melunasi utang suaminya tersebut, dengan membuktikan perjanjian
kawin yang telah dibuat maka secara otomatis istri tidak perlu untuk melunasi
utang suaminya tersebut.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan berdasarkan pada
permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan di atas yakni kepada
Notaris yang berwenang dan Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Catatan Sipil
untuk selalu memberikan pemahaman terkait kegunaan perjanjian kawin, akibat
hukum yang ditimbulkan, dan pentingnya pendaftaran perjanjian kawin di
Pegawai Pencatatan Perkawinan atau Catatan Sipil. Kepada masyarakat
khususnya debitur untuk bersikap terbuka kepada ahli waris terkait utang — utang
yang dimiliki. Kepada kreditur untuk menganalisis dengan cermat calon debitur
yang akan meminjam kredit sesuai dengan prinsip 5C dan 7P. Kepada ahli waris
dari debitur (pewaris) harus menerima konsekuensi apabila pewaris mempunyai
utang yang belum terlunasi semasa hidupnya. Kepada pihak penjamin yang telah
bersedia untuk dijadikan jaminan perorangan oleh debitur harus bersikap terbuka
kepada keluarga dari pihak penjamin atau penanggung dan kepada keluarga dari
debitur khususnya ahli waris, supaya proses pelunasan utang akan segera
terselesaikan ketika debitur tidak dapat lagi melunasi utangnya kepada kreditur.
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BAB |

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Manusia akan menjalani suatu peristiwva hukum yang sangat
penting. Adapun peristiwa hukum yang akan dialami oleh manusia
diantaranya adalah kelahiran dan kematian. Ketika manusia dilahirkan di
muka bumi, manusia akan menjalani serangkaian proses kehidupan. Salah
satu peristiwa hukum yang akan dijalani oleh manusia adalah perkawinan.
Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang laki — laki
dan perempuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP).?
Adanya perkawinan akan memunculkan hak dan kewajiban antara suami
dan istri dalam membina hubungan rumah tangga.

Naluri manusia yang selalu menginginkan untuk hidup bersama
dengan lawan jenisnya tentu dimiliki oleh masing — masing individu.
Untuk itu, seorang laki — laki dan seorang wanita seakan — akan mendapat
dorongan untuk mencari pasangan yang dianggap mampu hidup bersama —
sama dalam ikatan perkawinan. Mereka meyakini bahwa perkawinan
merupakan suatu ikatan sakral sebagai penghubung antara seorang pria
dan wanita dalam membentuk suatu keluarga atau membangun rumah
tangga.

Kematian yang selanjutnya akan dialami oleh manusia tentu saja
mempunyai akibat hukum bagi orang — orang terdekatnya, yakni perihal
harta yang ditinggalkan oleh manusia yang telah meninggal. Harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut tidak hanya yang berupa
aktiva saja, melainkan pula yang berupa pasiva. Pasiva dalam hal ini
adalah utang dari orang yang meninggal tersebut dan masih belum
dilakukan pelunasan. Sehingga, menjadi suatu kewajiban bagi ahli

warisnya untuk melunasi utang dari orang yang meninggal tersebut.

2 Pasal 1 UUP mengatur: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
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Terdapat sebuah kasus dimana seorang suami yang berhutang
meninggal dunia dan utangnya masih belum lunas serta meninggalkan ahli
waris. Pada kasus ini ahli waris yang ditinggal meninggal dunia adalah
seorang istri dari suami (pewaris) yang meninggalkan utang. Kasus nyata
yang dapat dijadikan sebuah contoh dalam penulisan karya ilmiah ini
adalah nasib seorang istri yang bernama Sukirah yang tinggal di Kota Pati
Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 dirinya seringkali didatangi oleh
pihak bank ternama di Indonesia yaitu Bank BRI. Sukirah selalu
didatangai oleh pihak bank tersebut lantaran utang suami Sukirah yang
telah meninggal dunia kepada bank tersebut belum dilunasi. Suami
Sukirah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2008. Sukirah yang pada saat
itu sudah berusia 49 tahun kerap meneteskan air matanya. Sebab ketika
sang suami yang bernama Karsono meminjam uang kepada Bank BRI
cabang Pati sejumlah Rp 250.000.000,00 dirinya ingat jika pihak bank
menyatakan bahwa di dalam perjanjian berisikan apabila Karsono
meninggal dunia dan utang masih belum dilunasi, maka utang tersebut
akan dianggap lunas. Sukirah juga masih ingat bahwa jaminan yang
suaminya jaminkan adalah 4 sertipikat rumah dan tanah, pekarangan dan
juga sawah. Namun, dia tidak mengetahui secara pasti isi dari perjanjian
tersebut. Karena yang mengurus perihal utang tersebut adalah suaminya
dan dirinya hanya melakukan tanda tangan saja di perjanjian tersebut.’

Ketika suaminya meninggal di tahun 2008, Sukirah menganggap
bahwa utang suaminya itu akan dianggap lunas oleh pihak bank. Karena
dia didatangi oleh pihak bank, dimana pihak bank meminta surat kematian
sang suami, surat pembayaran rumah sakit dan surat — surat lainnya.
Namun, dengan diserahkannya surat surat — surat tersebut Sukirah justru
diburu — buru oleh pihak bank. Ketika ditelusuri mengapa pihak bank
akhirnya meminta Sukirah tetap membayar utang suaminya yang telah

meninggal, ternyata di dalam isi perjanjian yang dibuat di tahun 2008 itu

® Rifgi Gozali, Suami Meninggal, Perempuan ini Menangis Saat Ditagih Utang BRI, ini
Alsannya, Tribunews, (jateng.tribunews.com/2017/09/18/suaminya-meninggal-perempuan-ini-
menangis-saat-ditagih-utang-bank-bri-ini-alasannya?page=2) diakses pada tanggal 21 September
2018).
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1.2

1.3

menyatakan bahwa utang suami (debitur) tidak akan hapus jika suami
meninggal karena antara Sukirah dan suaminya itu tidak mempunyai
perjanjian kawin.*

Berdasarkan wuraian latar belakang tersebut, penulis tertarik
mengkaji lebih dalam masalah Tanggungjawab Istri sebagai Ahli Waris

terhadap Utang Suami yang telah Meninggal Dunia.

Rumusan Masalah
1. Apa bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang

suami yang telah meninggal dunia?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang berhutang

meninggal dunia?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini terbagi

menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini

adalah :

a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu
hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Jember;

b. Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan ilmu hukum
yang telah diperoleh dalam perkuliahan mengenai
tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami
yang telah meninggal dunia;

c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater
dimana dalam hal ini perbendaharaan kepustakaan di Fakultas

Hukum Universitas Jember.

* 1bid.
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1.4

1.5

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini

sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah masalah sebagai

berikut :

a. Mengkaji dan menguraikan bentuk tanggungjawab istri sebagali
ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia;

b. Mengkaji dan menguraikan upaya yang dapat dilakukan istri

saat suami yang berhutang meninggal dunia.

Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini

adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian limu
Hukum tentang bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap
utang suami yang telah meninggal dunia;

2. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peminat kajian Iimu
Hukum tentang upaya yang dapat dilakukan istri saat suami yang

berhutang meninggal dunia.

Metode Penelitian
Pada penulisan diperlukan metode penulisan yang tepat guna

menjaga suatu kebenaran ilmiah, karena hal tersebut sangatlah penting
sebagai dasar atau pedoman untuk menganalisis dari sumber data yang
sudah ada dan merupakan hasil penelitian. Adapun ciri — ciri dari karya
ilmiah dalam bidang hukum adalah mengandung unsur kesesuaian dan
pastinya mengandung kebenaran yang nantinya dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan adanya metode penelitian ini dapat
dijadikan sebuah dasar bagi para ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa
dan memahami lingkungan — lingkungan yang akan dihadapi kedepannya.
Sehingga, dalam penelitian ini dipergunakan langkah — langkah sebagai
berikut :
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1.5.1 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi

ini adalah yuridis normatif. Adapun maksud dari yuridis normatif
adalah segala permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan
dalam karya ilmiah ini difokuskan dengan menerapkan norma —
norma atau kaidah — kaidah yang terdapat di dalam hukum positif.>
Pada penelitian secara yuridis normatif ini, dilakukan dengan cara
mengkaji bahan — bahan hukum yang bersifat formal antara lain
peraturan perundang — undangan dan literatur — literatur yang
sifatnya adalah konsep teoritis. Kemudian konsep — konsep
tersebut disinergikan dengan permasalahan yang ada dan sedang
menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.® Pada skripsi ini
yang akan dibahas adalah tanggung jawab seorang istri sebagai ahli
waris terhadap utang suami yang telah meninggal dunia.

1.5.2 Pendekatan Masalah
Pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam

menyusun skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang —
undangan yakni menjadikan semua undang — undang dan regulasi
yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat sebagai dasar
penelitian.” Pendekatan ini digunakan untuk meneliti kesesuaian
peraturan perundang — undangan yang ada dengan isu hukum yang
diangkat yakni tanggung jawab istri sebagai ahli waris terhadap
utang suami yang telah meninggal dunia. Adapun pendekatan
penelitian yang akan digunakan selanjutnya adalah pendekatan
konseptual yang beranjak pada peraturan, pandangan — pandangan
dan doktrin — doktrin yang telah berkembang dalam dunia ilmu

hukum.® Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji tanggung jawab

> Johny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2006), him. 295

® peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016), him. 194.

’ Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). (Jakarta:
Sinar Grafika, 2015), him. 7.

8 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him. 135.
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istri sebagai ahli waris terhadap utang suami yang telah meninggal
dunia.

Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan instrumen yang sangat penting

dalam penyusunan skripsi ini. Karena tidak mungkin penulis akan
mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang diangkat
dalam penelitian hukum ini tanpa adanya bahan hukum. Bahan
hukum yang penulis gunakan dalam memecahkan isu hukum
dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer (primary source) dan
bahan hukum sekunder (secondary source) serta penulis juga
menggunakan bahan non hukum sebagai sumber untuk
menemukan jawaban atas suatu isu hukum yang sedang dikaji.”

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupkan bahan hukum yag

paling utama dan bersifat autoriatif. Maksudnya adalah

bahan hukum yang mempunyai otoritas. Kemudian, bahan

hukum primer ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua)
berdasarkan sifatnya, yaitu :'°

a. Mandatory authority, yakni bahan hukum yang terdiri
dari peraturan perundang — undangan yang telah
dikeluarka oleh wilayah hukum negara sendiri dan juga
putusan hakim;

b. Persuasive authority, yakni bahan hukum yang terdiri
dari peraturan perundang — undangan di wilayah hukum
negara lain tetapi masih terdapat kaitannya dan putusan
hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.

Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan
oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah :

a. Burgerlijk Wetboek/Kitab Undang — Undang Hukum

Perdata;

o Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Op.Cit, hIm. 48.
19 1bid., him. 52.
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RS

b. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

c. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang — Undang Nomor 7 Tahun

1992 tentang Perbankan;

d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam;

e. Putusan Manhkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

X111/2015.

Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder secara formal bukanlah

merupakan hukum positif. Namun, bahan hukum sekunder
ini merupakan bahan hukum yang memuat informasi —
informasi hukum yang berlaku atau pernah berlaku di suatu
negara.'’ Bahan hukum sekunder yang juga dapat
membantu penulis menjawab isu — isu hukum yang penulis
angkat dalam skripsi ini meliputi buku — buku teks, laporan
penelitian hukum, jurnal — jurnal hukum, dan lain
sebagainya.
Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan instrumen penunjang
yang dapat digunakan oleh penulis selain bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang termasuk
dalam bahan non hukum seperti internet, laporan penelitian
non hukum, jurnal — jurnal non hukum, dan lain

sebagainya.*?

1 peter Mahmud Marzuki, Op.Cit, him. 170.

12 1hid., him. 168.
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1.5.4 Analisis Bahan Hukum
Analisa bahan hukum yang digunakan untuk menarik

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul yakni analisa

bahan hukum deduktif. Cara tersebut merupakan metode penelitian

berdasarkan konsep atau teori yang bersifat universal dan

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan

sistematis. Kemudian langkah selanjutnya dalam melakukan

peneitian hukum antara lain :*3

a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal — hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukumnya sebagai
permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;

b. Pengumpulan bahan — bahan hukum yang relevan dengan isu
hukum yang diangkat dalam skripsi ini;

c. Menelaah isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini dengan
menggunakan bahan — bahan hukum yang telah terkumpulkan;

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk
menjawab isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini;

e. Memberikan saran atas argumentasi yang telah dibangun.

13 1bid., him. 171.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tanggungjawab

2.1.1 Pengertian Tanggungjawab

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian
tentang kata “tanggungjawab” yaitu suatu keadaan yang
memberikan kewajiban kepada seseorang untuk melakukan sesuatu
dan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka orang
itu harus dipersalahkan atau dituntut.** Menurut seorang ahli
hukum Titik  Triwulan yang mengatakan bahwa
pertanggungjawaban haruslah berdasar yakni adanya penyebab
munculnya hak seseorang untuk menuntut kepada orang lain
sehingga melahirkan suatu kewajiban untuk bertanggungjawab. ™

Kitab Undang — Undang Hukum Perdata/Burgerlijk
Wetboek (selanjutnya disebut BW) melahirkan tanggungjawab
dalam hukum perdata menjadi 2 (dua) yakni tanggungjawab karena
perbuatan melanggar hukum dan tanggungjawab karena
wanprestasi.’® Pertanggungjawaban karena perbuatan melawan
hukum telah diatur pada Pasal 1365 BW.'" Berdasarkan uraian
tesebut, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan
melanggar hukum apabila memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (https://kbbi.web.id/tanggung%z20jawab),
diakses pada tanggal 28 November 2018.

15 Soekidjo Notoatmojo. Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), him.
37.

' Aryo  Sitompul, Tanggung Jawab  Hukum, Sudut  Hukum
(https://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html), diakses pada tanggal 15
Februari 2019.

Y Pasal 1365 BW mengatur: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian
itu untuk mengganti kerugian tersebut”.
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4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada
hubungan kausal.

Sedangkan pertanggungjawaban karena wanprestasi yang

disebabkan oleh adanya suatu pelanggaran terhadap prestasi yang

termuat dalam Pasal 1234 BW telah dilakukan oleh salah satu
pihak.*®
2.1.2 Teori Tanggungjawab

Tanggungjawab dirumuskan menjadi 3 (tiga) macam oleh
kamus hukum Black’s Law Dictionary (Henry Campbell Black)
dan English — Indonesian Dictionary (Peter Salim) antara lain
yakni accountability, responsibility dan liability. Pengertian
accountability adalah tanggungjawab hukum yang berhubungan
dengan keuangan. Responsibility merupakan tanggungjawab
hukum yang berhubungan dengan sebuah kewenangan. Sedangkan
liability merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk
menanggung kerugian yang dialami oleh orang lain.*

Teori tanggungjawab juga dikemukakan oleh beberapa ahli
salah satunya adalah Komar Kantaatmadja. Dia menjelaskan sistem
ganti rugi sebagai wujud tanggungjawab, antara lain:?°
a. Sistem ganti rugi mutlak/strict liability, yakni kewajiban ganti

rugi yang dipikul oleh seseorang terlepas dari ada atau tidak
adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut;

b. Sistem ganti rugi penuh/absolute liablity, yakni kewajiban
ganti rugi yang dipikul oleh seseorang berdasarkan kesalahan
yang diperbuat dan dapat dibuktikan. Saat kesalahan itu tidak
dapat dibuktikan maka tidak ada ganti rugi.

18 Pasal 1234 BW mengatur: “ Tiap — tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,
untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

9 Sutoyo, Pengaturan Tanggungjawab Mutlak (Strict Liability) dalam Hukum
Lingkungan, Jurnal UM (http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5486/2150) diakses
pada tanggal 15 Februari 2019.

% Komar Kantaatmadja. Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut,
(Bandung: Alumni, 1981), him. 128 — 130.
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Abdul Kadir Muhammad juga menjelaskan teori — teori
tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability),
antara lain:*

1) Tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan secara sengaja (intertional tort liabilty) yakni adanya
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan
kerugian bagi orang lain dan orang yang menyebabkan
kerugian tersebut telah mengetahui akibat yang ditimbulkan
atas perbuatannya itu;

2) Tanggungjawab karena perbuatan melanggar hukum yang
dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability) yakni
adanya perbuatan yang dilakukan (tidak sengaja) oleh
seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain;

3) Tanggungjawab mutlak karena perbuatan melanggar hukum
tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), artinya
walaupun bukan kesalahan yang diperbuatnya, maka tetap
harsu bertanggungjawab karena telah menimbulkan kerugian
karena perbuatannya.

Sedangkan menurut Munir Fuady dalam bukunya,
membagi teori tanggungjawab menjadi 5 (lima), antara lain:?

a) Tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan
Teori tanggungjawab ini diberlakukan apabila terdapat unsur
kesalahan yang dilakukan;

b) Praduga untuk selalu bertanggung jawab
Teori ini menjelaskan  bahwa  seseorang  harus
bertanggungjawab sampai orang tersebut dapat membuktikan
bahwa dirinya tidak bersalah;

2! Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia,(Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010), him. 503.

22 Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 2010), him. 64.
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¢) Praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab
Teori ini kebalikan dari teori kedua di atas, dimana yang
bertanggungjawab adalah pihak konsumen, bukan lagi pihak
pelaku usaha;

d) Tanggungjawab mutlak
Teori ini tetap diberlakukan walaupun tidak ada kesalahan yang
diperbuat;

e) Tanggungjawab dengan pembatas
Teori ini sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha
yang memberikan batasan ganti rugi kepada konsumen.

2.2. Waris
2.2.1 Pengertian Waris
Indonesia mempunyai 3 (tiga) sistem hukum yang

mengatur tentang hukum waris yaitu hukum Islam, hukum adat dan
BW. Masing — masing sistem hukum ini mempunyai karakter
tersendiri dalam mengatur hukum waris. Sehingga, masyarakat di
Indonesia bebas untuk menentukan sistem hukum mana yang akan
digunakan dalam membagi warisan.

Menurut bahasa Arab, istilah waris berasal dari kata al —
miirats yang merupakan mashdar atau infinitif dari kata waritsa —
yaritsu — irtsan — miiraatsan. Makna dari kata tersebut adalah
perpindahan harta benda dan non harta benda dari seseorang
kepada orang lain.%

Instruksi  Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)
menegaskan bahwa hukum kewarisan merupakan suatu aturan
yang mengatur peralihan harta warisan, siapa saja yang berhak atas

harta warisan dan berapa bagiannya masing — masing.** Menurut

2 Ridwan Setiawan, Dini Destiani dan Cepy Slamet, Perancangan Sistem Pakar untuk
Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara’id), Jurnal Algoritma Vol. IX No. 1 Mei 2012,
him. 4

? pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam mengatur: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
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Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa waris merupakan kaidah
yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan setelah
meninggalnya pewaris dan perihal cara — cara perpindahan harta
tersebut kepada ahli warisnya maupun orang lain.?® Effendi
Perangin dalam bukunya juga memberikan pengertian tentang
hukum waris dari sudut pandang BW yakni sebuah aturan yang
mengatur tentang perpindahan atau peralihan harta kekayaan yang
ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akibat
— akibat yang akan diterima oleh orang yang menerima harta
kekayaan tersebut.?

Terkait uraian tersebut dapat kita pahami bahwa warisan
bersifat terbuka apabila pewaris telah meninggal dunia. Adapun
yang berhak untuk mendapatkan warisan tersebut adalah sanak
saudara yang masih mempunyai hubungan darah terdekat dengan
pewaris.

2.2.2  Unsur — Unsur Waris
Unsur — unsur dari waris ini ada 3 ('tiga ) diantaranya adalah

yang pertama adanya pewaris. Pewaris adalah unsur yang paling
esensial dalam hal kewarisan. Terkait pewaris merupakan orang
yang telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta
kekayaan baik berupa akttiva maupun pasiva serta meninggalkan
ahli waris.?’

Adapun unsur yang kedua adalah ahli waris. Ahli waris
adalah orang — orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang
ditinggalkan oleh pewaris. Tidak semua anggota keluarga yang
mendapat bagian harta warisan, karena hanya anggota keluarga

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa — siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing — masing ”.

»0Oby Sumampouw, "Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia”,
Cermati.com.(https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-
indonesia) diakses pada tanggal 4 Oktober 2018.

% Effendi Peragin. Hukum Waris, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), him.3.

2" Anshary. Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik. (Jakarta : Pustaka Pelajar,
2011), him. 3.
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yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris yang

hanya akan mendapat warisan.”®

Islam, hukum adat dan BW yaitu:?°

Terdapat perbedaan penggolongan ahli waris menurut hukum

Tabel 1. Perbedaan Penggolongan Ahli Waris Menurut Hukum
Islam, Hukum Adat dan BW.

No.

Perbedaan Penggolongan Ahli Waris

Hukum Islam

Hukum Adat

BW

Ditinjau dari
alasan — alasan
seseorang dapat
menerima
warisan dapat di
Klasifikasikan
menjadi 2 yaitu
ahli waris
sababiyah
(hubungan
perkawinan) dan
ahli waris
nasabiyah
(hubungan
keturunan).

Sistem patrilinial
atau sifat kebapakan,

sehingga dalam
pembagian harta
warisan lebih

diutamakan adalah
anak laki — laki.

Ahli waris secara
ab intestato atau
ahli waris
menurut undang
— undang.

Ditinjau dari
jenisnya  maka
dapat dibagi
menjadi 2 yaitu
ahli waris laki —
laki dan ahli
waris perempuan.

Sistem  matrilinial
atau sifat keibuan,
dalam  pembagian
harta warisan lebih
diutamakan anak
perempuan.

Ahli waris
Testamentair
atau ahli  waris
yang ditunjuk
berdasarkan surat
wasiat.

Ahli waris
berdasarkan
sumpah
setia/wala 'ul
muwalah dan ahli
waris berdsarkan
memerdekakan
budak/ashabah
sababiyah.

Sistem parental atau
bilateral, dalam
pembagian harta
warisan kedudukan
antara ahli  waris
anak laki-laki dan
anak perempuan
adalah sama.

Sumber : Firdaweri, diolah, 2019.

%8 Ridwan Setiawan, Dini Destiani dan Cepy Slamet, Op. Cit, him.5.
2 Firdaweri, Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat, Asas Vol

him. 14 — 15.

. VIl No. 2 Juli 2015,
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Adapun unsur yang ketiga adalah harta kekayaan. Harta
kekayan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang
telah dikurangi biaya perawatan jenazah, utang, zakat, dan setelah
digunakan untuk melaksanakan wasiat.*® Mahkamah Agung juga
memberikan pengertian tentang istilah harta kekayaan yang
menjadi obyek warisan melalui yurisprudensi tanggal 14 Februari
1994 yaitu semua hak baik secara yuridis maupun nyata dimiliki
oleh pewaris semasa hidupnya yang setelahnya telah dikeluarkan
hak — hak orang lain seperti hak suami/istri yang hidup terlama
yaitu harta bersama.*! Jadi harta warisan yang ditinggalkan oleh
pewaris tidak selalu yang berupa hak atau aktiva, melainkan juga
yang berupa kewajiban (utang) yang sering disebut sebagai pasiva.
Sehingga, ahli waris juga mempunyai kewajiban untuk melunasi

utang pewaris tersebut.

23 Utang
2.3.1 Pengertian Utang
Istilah utang dalam Al-Quran adalah al-dayn.®* Terkait

utang menurut Abu al — Kasim ia mengartikan al-dayn adalah
memberi utang atau berhutang.*®* Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain.
Secara terminologi utang adalah memberikan sebagian harta
kepada orang lain yang akan memanfaatkan nilainya dan kemudian
hari harus dikembalikan.*® Pada Pasal 1754 BW utang disamakan
dengan perjanjian pinjam meminjam, dimana pengertian utang

merupakan kewajiban yang timbul pada suatu waktu baik timbul

%0 Fikri, Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi
dalam Masyarakat Bugis) ,Jurnal llmu Syari‘ah dan Hukum Vol. I, No. 2 Juni 2016, him.195.

31 pytusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 198K/AG/1992.

%2 Al —Quran Surah Al — Bagarah ayat 282 mengatur: “Wahai orang-orang yang
beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.....”

%3 Abdul Aziz, Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis Vol. IV, No. 1
Juni 2016, him.125.

% Ppoerwadarminto. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,2003),
him.11.

% Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar.  Ensiklopedi Figh Muamalah dalam
Pandangan 4 Mazhab. (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), him.152.
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karena adanya perjanjian atau undang — undang yang wajib
dipenuhi oleh debitur. Apabila tidak dilakukan pemenuhan
kewajiban tersebut, maka kreditur berhak untuk mendapatkan
kekayaan debitur.

Pada dunia perbankan, istilah utang identik dengan kredit
dan pembiayaan, yang artinya adalah dengan adanya suatu
persetujuan dan kesepakatan antara debitur dan kreditur dilakukan
penyediaan uang dan tagihan yang disamakan dengan itu (benda
apa pun yang mempunyai nilai) dan dengan adanya batasan waktu
debitur wajib mengembalikan apa yang dipinjamkan itu kepada
kreditur.3” Orang yang menerima utang disebut sebagai debitur dan
orang yang memberikan utang disebut kreditur. Syarat menjadi
seorang kreditur dan debitur haruslah cakap. Saat orang yang
belum dewasa dan orang gila yang melakukan perjanjian utang
tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah.®

Selain itu haruslah terdapat barang yang dapat dijadikan
sebagai utang. Barang yang dimaksud bukan hanya berupa uang
saja, tetapi boleh pula barang lain yang mempunyai nilai untuk
dijadikan obyek utang, dapat dimiliki dan dapat diserahkan serta
benda tersebut haruslah ada pada saat perjanjian berlangsung.
Barang tersebut dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak
bergerak. Benda bergerak yang biasanya digunakan sebagai obyek
utang adalah mobil, motor, dan lain — lain. Sedangkan benda tidak
bergerak yang biasanya digunakan sebagai obyek utang adalah

tanah, rumah, sawah, dan lain sebagainya.

% pasal 1754 BW mengatur: “ Pinjam — meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak
yang satu membrikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang — barang yang
menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengenmbalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

37 Kasmir. Dasar — dasar Perbankan. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), him. 113.

%8 Dumairi Nor dan Sufandi. Ekonomin Syariah Versi Salaf. (Pasuruan: Pustaka Sidogiri,
2007), him. 103.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk tanggungjawab istri sebagai ahli waris terhadap utang suami
yang meningal dunia dengan tidak disertai perjanjian kawin
berdasarkan teori tanggungjawab mutlak/strict liability merujuk pada
Pasal 1367 BW serta Pasal 832 BW, maka istri mempunyai kewajiban
untuk melunasi utang suami. Namun, istri bukanlah salah pihak yang
bertanggungjawab penuh atas utang suami, karena istri mewaris
bersama anak/keturunan yang telah dewasa dalam golongan ahli waris
pertama dalam BW. Jika tidak terdapat anak/keturunan, maka istri
dapat mewaris dengan golongan kedua dan seterusnya. Terdapat pihak
lain yang juga bertanggung jawab yakni jaminan perorangan yang
telah diajukan oleh pewaris semasa hidupnya dalam melakukan
perjanjian kredit/utang dengan kreditur. Namun, jaminan perorangan
ini dalam praktiknya biasanya dilakukan oleh badan usaha yang
mempunyai kepentingan yang sama dalam dunia bisnis atau usaha.
Sedangkan bentuk tangungjawab istri sebagai ahli waris terhadap
utang suami yang meninggal dunia dengan disertai perjanjian kawin
berdasarkan  teori  absolute liability yakni tidak perlu
bertanggungjawab apabila dapat membuktikan bahwa istri tidak perlu
bertanggungjawab dengan memperlihatkan perjanjian kawin yang
telah dibuat. Namun, tidak menutup kemungkinan istri juga tetap
bertanggungjawab sebab terdapat utang yang dilakukan sebelum
membuat perjanjian kawin dengan berdasarkan pada Pasal 130 BW
dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.

58
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2. Upaya yang dapat dilakukan oleh istri pada saat suami yang masih
mempunyai utang meninggal dunia yakni dengan menanyakan
terlebih dahulu sisa utang yang harus dibayar dan asuransi kredit serta
jaminan (jaminan kebendaan dan/atau jaminan perorangan) yang telah
dijaminkan oleh debitur kepada kreditur. Apabila pihak perusahaan
penyedia jasa asuransi tidak mencairkan asuransi tersebut, ahli waris
lainnya tidak mau ikut bertanggungjawab sebagaimana mestinya dan
pihak lain yang dijadikan sebagai jaminan (jika ada) tidak
bertanggungjawab pula atas utang debitur yang telah meninggal dunia,
maka istri dapat melakukan penuntutan melalui gugatan perdata di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Berbeda halnya dengan perkawinan
yang menggunakan perjanjian kawin, secara otomatis istri tidak perlu
untuk melunasi utang suaminya tersebut dengan menunjukkan bukti
perjanjian kawin yang dimilikinya bahwa istri tidak bertanggungjawab
atas utang suami karena terdapat pemisahan harta bersama dalam

perkawinannya.

4.2 Saran
Berdasarkan isu hukum yang menjadi permasalahan dalam

penelitian penulis dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, berikut

saran yang dapat penulis berikan baik kepada masyarakat khususnya

(debitur, kreditur, pihak penjamin atau penanggung, dan ahli waris),

Notaris, Pegawai Pencatat Perkawinan dan Catatan Sipil:

1. Kepada Notaris sebagai pegawai yang berwenang membuat akta
otentik seperti perjanjian kawin, supaya untuk lebih memberikan
pemahaman tentang kegunaan dan akibat yang ditimbulkan dari
perjanjian kawin kepada suami dan istri yang membuat perjanjian

kawin tersebut khususnya terkait pemisahan harta kekayaan.
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2. Kepada pihak Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil pada
saat terdapat pasangan calon suami dan istri akan melaksanakan
perkawinan, alangkah lebih baiknya selalu menanyakan kepada mereka
yang pada saat itu mendaftarkan perkawinannya terkait apakah dalam
perkawinan tersebut disertai dengan perjanjian kawin. Guna
meminimalisir ketidaktahuan pasangan calon suami dan istri yang telah
membuat perjanjian kawin di Notaris dan kemudian seharusnya
perjanjian kawin tersebut didaftarkan di Pegawai Pencatat Perkawinan
atau Catatan Sipil atau bahkan mereka tahu tentang pendaftaran
perjanjian kawin ke Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil
dibuat di hadapan Notaris namun mereka lupa untuk mendaftarkannya.

3. Kepada pihak kreditur untuk benar — benar menganalisis calon debitur
yang akan meminjam kredit sesuai dengan prinsip 5C dan 7P.
Tujuannya agar kreditur terhindar dari kerugian karena debitur dengan
sengaja atau tidak sengaja tidak dapat membayar kredit. Selain itu
pihak kreditur juga harus menanyakan kepada debitur Khususnya
mereka yang telah menikah apakah niat debitur untuk melakukan
perjanjian kawin ini disetujui oleh pihak suami/istri, dan menanyakan
apakah dalam perkawinan antara debitur dengan pasangannya itu
terdapat perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Notaris serta telah
didaftarkaan di Pegawai Pencatat Perkawinan atau Catatan Sipil.
Kemudian, menjelaskan kepada mereka terkait akibat hukum yang
akan terjadi apabila debitur melakukan perjanjian kredit dengan debitur
yang mempunyai perjanjian kawin serta dengan debitur yang tidak
mempunyai perjanjian kawin.

4. Kepada debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan kreditur baik
dengan pihak bank atau dengan pihak manapun, supaya lebih bersikap
terbuka kepada keluarga khususnya ahli waris terkait utang yang ia
miliki (jumlah dan dengan siapa) serta apa yang ia jaminkan dalam
utang tersebut apabila sewaktu — waktu debitur tidak dapat melakukan
pelunasan utangnya kepada kreditur.
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5. Kepada ahli waris dari debitur (pewaris) harus menerima konsekuensi
apabila pewaris mempunyai utang yang belum terlunasi semasa
hidupnya. Sehingga ahli waris harus bersikap lapang dada untuk
melunasi utang pewaris yang disesuaikan dengan warisan yang
diterima oleh masing — masing ahli waris.

6. Kepada pihak penjamin yang telah bersedia untuk dijadikan jaminan
perorangan oleh debitur harus bersikap terbuka kepada keluarga dari
pihak penjamin dan kepada keluarga dari debitur khususnya ahli waris.
Sebab, dengan terbukanya pihak penjamin diharapkan ketika debitur
ini tidak dapat melunasi utangnya bahkan ahli warisnya juga tidak
mampu untuk melunasi utang debitur akan dapat segera menyelesaikan
persoalan pelunasan kredit. Sehingga, pihak kreditur tidak perlu untuk

menyengketakan ke jalur hukum atau pengadilan.
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